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“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al Mujadalah: 11)
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berputus dari rahmad Allah melainkan orang-orang yang kufur” (Al Baqgarah: 87)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
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Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan
menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, T dan @. (|, &, s). Bunyi hidup dobel
Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah,
lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbiitah dan berfungsi sebagai sifat atau mudafilayh
ditransliterasikan ~ dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf

ditransliterasikan dengan “at”.
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ABSTRAK

Rahma Hidayatul Sjarifah, 210202110118, 2025, Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha (Studi di UPT Perlindungan
Konsumen Malang), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Dr.
Musataklima, S.H.I., M.S.1

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemalsuan Merek, Hak Konsumen

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dari
penggaran atas pemalsuan merek. Pemalsuan merek merupakan Tindakan
pelanggaran pemboncengan reputasi atau menggunakan merek dengan itikad tidak
baik untuk mengecoh konsumen dalam membeli barang yang dilakukan oleh pelaku
usaha. Tindakan pemalsuan merek dapat merugikan pemilik merek yang sudah
mempunyai reputasi yang besar, seperti menurunnya kepercayaan konsumen
terhadap merek asli yang telah lebi dulu terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan
Intelektual. Selain itu, dapat menimbulkan kerugian materil bagi konsumen yang
mengalami kesesatan, sehingga perlu adanya perlindungan hukum untuk
konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan
pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi
terkait dengan UPT Perlindungan Konsumen Malang serta enam orang konsumen.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya dan hambatan UPT
Perlindungan Konsumen Malang dalam meningkatkan kesadaran konsumen dalam
Tindakan pelanggaran pemalsuan merek.

Hasil penelitian ini menunjukan perlindungan hukum konsumen terhadap
pelanggaran pemalsuan merek yaitu konsumen dapat melaporkan ke BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen). UPT Perlindungan Konsumen Malang yang
telah melakukan Upaya-upaya dalam melindungi konsumen seperti sosialisasi dan
pengawasan, menerima keluhan dan aduan konsumen, serta bekerjasama dengan
lintas dinas atau lintas OPD (Organisasi Lintas Daerah), Komisi Pengawas
Persaingan Usaha dan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual. Namun, masih
menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan represif kepada konsumen
karena keterbatasan wewenang dalam penindakan hukum hanya dapat memediasi
sengketa, memberi edukasi dan sosialisasi. Meminta pelaku usaha untuk tidak
membuat produk yang dilanggar agar konsumen mendapat hak kenyamanan dan
keamanan. Kasus pemalsuan merek juga melibatkan lembaga lain seperti
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) atau polisi, kurangnya kesadaran
dan laporan dari konsumen,hambatan sumber daya manusia dan anggaran yang
minim serta hambatan eksternal dari para pelaku UMKM atau usaha kecil yang
membuat UPT ragu menindak karena pertimbangan sosial dan ekonomi
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ABSTRACT

Rahma Hidayatul Sjarifah, 210202110118, 2025, Legal Protection for Consumers
on Brand Counterfeiting by Business Actors (Study at UPT Consumer Protection
Malang), Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim
State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Dr. Musataklima, S.H.I.,
M.S.L

Keywords : Legal Protection , Brand Counterfeting, Consumer Rights

This study discusses legal protection for consumers from trademark
counterfeiting. Trademark counterfeiting is an act of violating reputation or using a
trademark with malicious intent to deceive consumers into purchasing goods by
business actors. Trademark counterfeiting can harm trademark owners who already
have a strong reputation, such as a decline in consumer trust in the original brand
that has been registered with the Directorate General of Intellectual Property.
Additionally, it can cause material losses for consumers who are misled, thus
necessitating legal protection for consumers.

The method used in this research is empirical juridical with a sociological
approach. This research uses two sources, namely primary data and secondary data.
Primary data was obtained from interviews and documentation related to the
Malang Consumer Protection Unit and six consumers. The purpose of this research
is to find out the efforts and obstacles of the Malang Consumer Protection Unit in
increasing consumer awareness in the action of trademark counterfeiting violations.

The results of this study indicate the legal protection of consumers against
brand counterfeiting violations, namely consumers can report to BPSK (Consumer
Dispute Resolution Agency). The Consumer Protection Unit of Malang has made
efforts to protect consumers such as socialization and supervision, receiving
consumer complaints and complaints, and collaborating with cross-departmental or
cross-OPD (Cross-Regional Organization), the Business Competition Supervisory
Commission and the Director General of Intellectual Property Rights. However, it
still faces obstacles in providing repressive protection to consumers due to limited
authority in legal action, which can only mediate disputes, provide education and
socialization. Requesting business actors not to make infringing products so that
consumers get the right to comfort and safety. Brand counterfeiting cases also
involve other institutions such as the Directorate General of Intellectual Property
(DJKI) or the police, lack of awareness and reports from consumers, human
resource constraints and minimal budgets as well as external obstacles from MSME
or small business actors who make UPT hesitant to take action due to social and
economic considerations.

XiX
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dalam berusaha yang semakin maju, sangat penting bagi
pengusaha untuk memberi merek pada barang dagangannya yang bertujuan
untuk membedakan dirinya dan produk yang dimiliki oleh pedagang
lainnya. Penggunaan merek mempunyai kelebihan lainnya, seperti sebagai
lambang, standar mutu, dan dapat menembus segala jenis pasar, dan dapat
diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan yang lebih

besar.!

Barang yang mempunyai merek akan menjadi identitas yang mudak
dikenal dikalangan Masyarakat, yang menjadi asset bagi Perusahaan dan
akan menjadi harapan baik oleh produsen atau pemilik merek. Produk yang
dapat diterima dan dikenal oleh Masyarakat luas dapat menimbulkan para
competitor yang beritikat tidak baik untuk melakukan persaingan tidak sehat
dengan cara peniruan dan pembajakan ataupun dengan cara pemalsuan
produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat.
Ketika orang sudang memulai membuat “Tanda” buatannya itu dengan kata
atau symbol yang memberikan identifikasi pembutannya. Tanda seperti itu,

tidak lebih dari nama pembuatannya, telah ditemukan pada barang dari

! Henry Suhardja, “Jurnal Lex Specialis,” Jurnal Lex Specialis 4, no. 1 (2023): 115-23,
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/34681/0.



Cina, India, Persia, Mesir, Roma, Yunani, dan lainnya sekitar 4.000 tahun

yang lalu. Tujuan tanda tersebut adalah:

1. Pertama-tama merupakan iklan bagi pembuat
2. Kemudian menghindari sengketa tentang siapa pembuatnnya

3. Tanda untuk menunjukkan kualitasnya

Berdasarkan pendapat ini, dapat diketahui bahwa merek berfungsi
sebagai lambang dagangan, kualitas barang dan untuk membedakan produk

dagangan yang lainnya yang beredar dipasaran.

Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain untuk
melakukan perdagangan dengan jalan pintas (free riding) terhadap merek
terkenal. Tindakan free riding merupakan Tindakan yang berusaha untuk
membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk
menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan ini yang disebut sebagai
pemalsuan merek dengan menggunakan merek dari pihak lain secara
melawan hukum. Pemalsuan merek dapat mengakibatkan kerugian bagi
pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya omset dan reputasi, serta
tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak

sesuai dengan merek aslinya.

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hukum

yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis



yang tidak adil.? Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah
"pemalsuan merek " yaitu tindakan yang dilakukan oleh suatu merek untuk
mengelabui konsumen dengan cara menyamarkan identitas produk agar
tampak seperti produk merek lain yang sudah dikenal.> Pemalsuan merek
sering diartikan merupakan Tindakan yang mencoba meraih keuntungan
melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih melanggar etika, bisnis,

norma kesusilaan ataupun hukum.*

Dalam konteks ini, pada Maret 2024 merek Hamlin diduga
melakukan pelanggaran pemalsuan merek terhadap merek Rhodey. merek
Hamlin terjerat dalam isu pemalsuan produk yang mengemuka. Isu ini
berawal dari penayangan seorang vlogger kecantikan bernama Arianti di
platform media sosial TikTok, yang membagikan pengalamannya dalam
membeli sleeve laptop dari merek Hamlin. Video tersebut kemudian
menyebar luas melalui berbagai media sosial seperti Twitter dan X.
Beberapa waktu setelah pembelian, Arianti mengalami kejadian dimana
stempel logo Hamlin pada sleeve laptop yang dibelinya lepas. Kejadian ini
menimbulkan kecurigaan Arianti bahwa ada stempel merek lain yang

ditempelkan secara sengaja dibalik stempel logo Hamlin.  Untuk

2 Luh Widya Saraswati, Susilowati Suparto, and Elisatris Gultom, “Consumer Protection Against
Increased Increase in Prices of Goods Due To the Covid-19 Pandemic Linked To Law Number 8§ of
1999 Concerning Consumer Protection,” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 4, no. 1 (2022): 73-93,
https://doi.org/10.23920/jphp.

3 Evani Harifaningsih , "Kasus Merek Dominasi Perkara HaKI, Bisnis Indonesia" , Mei 2009. Hal
10 11 Ibid .,” 1999, 17-51.

4 Sunny Shafreeza Dio, “Tanggung Gugat Produsen Pemilik Produk Yang Melakukan
Pemboncengan Reputasi (Passing Off)”, Skripsi Perpustakaan Universitas Airlangga: 21
https://repository.unair.ac.id/13779/11/11.%20Bab%202.pdf



memastikan hal ini, Arianti melakukan penelusuran harga produk yang asli
dari merek tersebut, dan ternyata harga produk asli tersebut jauh lebih murah
daripada harga yang dibayarinya saat membeli produk Hamlin. Insiden ini
memicu gelombang komentar negatif dari netizen, yang akhirnya
mendorong pihak Hamlin untuk memberikan klarifikasi bahwa kesalahan
produksi telah terjadi pada produk mereka. Hal ini menimbulkan
kekhawatiran tentang dampak negatif bagi konsumen, yang mungkin akan
salah mengerti dan menganggap produk Hamlin adalah produk asli dari
Rhodey.

Permasalahn serupa juga terjadi pada seorang public figure Bernama
Shella Saukia yang mempunyai merek hijab SS dituding memanipulasi
produk hijabnya dari sebuh merek lain. Diduga menutupi logo sebuah brand
hijab dan menempelnya dengan logo brand nya sendiri. Seorang pengguna
Tiktok dengan akun @/aspj23071023 mencoba membuktikan dengan
membedah hijab milik SS. Terbukti, hijab tersebut diambil dari brand
Umama yang kemudian logonya dibordir ulang menggunakan logo SS.
Selain itu, ia juga menutupinya dengan manik-manik. SS juga
melipatgandakan harga hijab, harga hijab Umama dibandrol sekitar Rp20
ribuan, kemudian SS menjual hingga Rp200 ribuan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, terdapat ketentuan yang menekankan pentingnya transparansi



dan kejelasan informasi mengenai produk yang dijual.’ Ketentuan ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan dan memastikan bahwa
konsumen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang
akurat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dijelaskan bahwa: “Perlindungan Konsumen merupakan segala Upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan untuk
memberi perlindungan kepada konsumen”.°

Penelitian menurut Hanny Hafiar 2024, bahwa isu pemalsuan
produk yang melibatkan Brand Hamlin telah mengganggu citra dan reputasi

7 Respons yang kurang efektif dari

merek tersebut secara signifikan.
Brand Hamlin terhadap isu ini telah memperburuk situasi dan
meningkatkan keraguan serta ketidakpercayaan publik terhadap merek
tersebut.®

Penelitian menurut Pradipa Saraswati dkk, bahwa pihak Rhodey
tentu mendapatkan perlindungan hukum seperti yang ditetapkan dalam

berbagai peraturan perundang-undangan apabila pihak Rhodey menggugat

pthak Hamlin. Perlindungan tersebut diantaranya ialah dalam Pasal

5 R Nababan, M Anggusti, and S L Sirait, "Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian
Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekspedisi Laut Menurut Undang”, Nommensen Journal
of ,No.02 (2021): 12-23, https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion/article/view/206%.

¢ Situmorang Anastasia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Berupa Annual
Report yang Menyesatkan”, Hangoluan Law Review,No0.2(2022),283
https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/18

7 Yuni Nurjanah, “Implementasi Iso 9001:2015 Di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro,” Jurnal
Pustaka Ilmiah 2, no. 2 (2016): 231-39.
https://jurnal.uns.ac.id/jurnalpustakailmiah/article/view/33646

8 Alifia Sherli, “Analisis Media Monitoring Terhadap Brand Hamlin Pada Bulan Maret 2024
Menurut  Teori  Erving  Goffman”,  Jurnal  Universitas  Padjadjaran,No.1(2024),
https://doi.org/10.62383/wissen.v2i2.88
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Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.” Dengan adanya undang-undang tersebut menandakan apabila
kekayaan intelektual sangat didukung.!® selain undang-undang merek,
perlindungan dalam kasus tersebut menjadi tanggung jawab DIJKI
(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), yang mana DJKI secara
aktif turut serta untuk melindungi hak-hak intelektual, dengan
melakukan penyuluhan hukum, menjalankan putusan pengadilan, serta
melakukan pidana terhadap pelaku pelanggaran hak intelektual.!!
Berdasarkan penilitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas yang
membahas kasus tersebut dari peraturan Hukum Kekayaan Intelektual dan
Analisis media Monitoring. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian tentang
perlindungan konsumen dari tindakan hukum untuk melindungi hak-hak
konsumen dan memastikan keadilan dalam dunia bisnis. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang implikasi hukum dari
pelanggaran pemalsuan merek serta dampaknya terhadap perlindungan

konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

> Atmoko Dwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, Jurnal Hukum Sasana,No. 1
(2019), 76 file:///C:/Users/user/Downloads/garudal 682410.pdf

19 Abdul Latif Mahfuz, “Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia,”
Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, no. 2 (2020): 47, https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2592.
" Annafi Pradipa, Putri Bunga, “Regulasi Perlindungan HKI Dalam Pelanggaran Passing Off Oleh
Merek Hamlin Terhadap Merek Rodey ”,Jurnal Of Exploratory Dynamic Problems,No. 3 (2024),86
https://edp.web.id/index.php/edp/article/view/80/95
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pada yang sudah dijelaskan dalam latar belakang serta

Batasan-batasan dari persoalan yang dibahas, maka peneliti menarik

beberapa rumusan masalah diantaranya:

1.

Bagaimana upaya UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam
mengatasi terjadinya pelanggaran pemalsuan merek sebagai bentuk

perlindungan konsumen?

. Bagaimana hambatan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam

memberikan perlindungan hukum represif kepada konsumen dari

Tindakan pemalsuan merek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan terkait masalah ini dilaksanakan sebab memiliki beberapa tujuan

sebagaimana disebutkan berikut ini:

1.

Untuk menjelaskan upaya UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam
mengatasi terjadinya pelanggaran pemalsuan merek sebagai bentuk
perlindungan konsumen

Untuk menjelaskan hambatan UPT Perlindungan Konsumen Malang
dalam memberikan perlindungan hukum represif kepada konsumen atas

Tindakan pemalsuan merek.



D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan untuk
masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang akan peneliti uraikan
terdapat dua kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis.
Berikut penjelasan masing-masing kegunaan penelitian:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini jika dilihat dari segi keilmuan, diharapkan

penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan edukasi

tambahan dalam disiplin keilmuan khususnya mengenai hukum
perlindungan konsumen. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan
dijadikan bahan memperkaya khasanah khususnya dalam bidang

Hukum Ekonomi Syariah, serta menambah literasi dan referensi dunia

Pustaka.

2. Kegunaan Praktis

a. Penelitian ini1 diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan yang komprehensif mengenai dampak pelanggaran
pemalsuan merek yang dilakukan oleh pengusaha.

b. Penelitian dapat memberikan Gambaran bagi pelaku usaha atas
Tindakan pemalsuan merek lainnya dalam pentingnya memahami
dan dapat bersaing dengan sahat sehingga dimasa depan tidak terjadi
pelanggaran lagi.

c. Penelitian ini dapat memberikan Gambaran bagi konsumen agar

lebih berhati-hati dalam berbelanja karena konsumen menjadi objek



dalam pemasaran produk barang/jasa dimasa kini atau masa yang
akan datang sehingga dapat menambah kepercayaan konsumen
dalam memilih barang/jasa.

d. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam
pembuatan undang-undang yang lebih spesifik mengenai Tindakan

pemalsuan merek.
E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi ini, terdapat kata-kata yang perlu
diperiksa secara rinci agar lebih mudah untuk dipahami, yaitu:
1. Perlindungan Konsumen
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2019, Perlindungan
Konsumen merupakan segala Upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.'? Konsumen
memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha,
selain itu melindungi konsumen sama dengan melindungi negara
republic Indonesia, konsumen harus dilindungi agar tidak terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan seperti halnya mendapat dampak negative dari
penggunaan teknologi, melindungi konsumen adalah tujuan menjadikan

manusia-manusia yang sehat baik jasmani dan Rohani sebagai

12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perelindungan
Konsumen Nasional, hal 2



pemegang tongkat estafet Pembangunan, juga dapat menjaga
keseimbangan Pembangunan nasional.'3
2. Pemalsuan merek

Secara singkat, dalam pemalsuan merek merupakan Tindakan
menggunakan merek,pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah
merek yang terdahulu atau yang sudah terkenal. Ini bertujuan untuk
mengecoh dan membuat bingung Masyarakat umum yang
mengakibatkan public salah pilih barang yang seharusnya, bagi pelaku
pemalsuan merek akan mendapat keuntungan sedangkan pihak yang
diboncengi mengalami kerugian.

Makna dari pemalsuan merek yaitu suatu
Upaya/Tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang
mengarah pada adanya persaingan usaha atau pelanggaran dalam bidang
hak atas kekayaan intelektual yang melakukan pemboncengan reputasi
citra terhadap sebuah merek yang sudah dahulu atau lebih terkenal.
Tindakan tersebut sudah jelas merugikan produsen yang reputasi yang
baik dan konsumen pula, sehingga produsen dan konsumen yang
dirugikan dapat dilindungi kepentingannya melalui sisten hukum
nasional, maka Tindakan tersebut dapat disebut sebagai pelanggaran

hukum. Tindakan pemalsuan merek dikategorikan sebagai Tindakan

13 Musataklima, Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di

Indonesia,(Malang:Maknawi:2024),23
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atau perbuatan curang yang melanggar KUHPidana pasal 382 bis Bab
XXV yang berbunyi:
“Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas
hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang orang
lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak
umum atau seseorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat
menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-
konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana
penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak
Rp.13.500.000,00”
Pasal 383 bis KUHP merupakan alat hukum untuk menjerat pelaku
kecurangan bisnis yang merugikan pesaing melalui Tindakan
menyesatkan. Meski sanksinya terbilang ringan, pasal ini dapat

dikombinasikan dengan UU lain untuk memperberat hukuman, terutama

dalam kasus pemalsuan merek atau penipuan konsumen berskala besar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen Atas Pemalsuan Merek (Studi di UPT Perlindungan

Konsumen Malang) adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab [ dalam penelitian ini berisikan pendahuluan. Didalam
pendahuluan terdapat beberapa poin penjelasan diantaranya latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar
belakang masalah disini akan menjelaskan secara umum Gambaran dari
penjelasan yang dibahas dalam penelitian ini. rumusan masalah dalam

penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa

11



jumlah dari rumusan masalah. Manfaat dari penelitian ini juga ada dia yaitu

manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II dalam penelitian ini adalah tinjauan Pustaka. Tinjauan
Pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-
sumber yang relevan dengan topik penelitian. Didalam tinjauan Pustaka

akan membahas tentang kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab II1: Metode Penelitian

Bab III dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Metode
penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: Jenis penelitian,
pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, sumber data, metode
pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini
menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian
menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara
dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan
data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis data

(analysing) dan Kesimpulan (concluding).

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahsan

Bab IV dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian dan

pembahsan. Bagian ini akan mengulas dan menjawab apa yang ada dalam

12



rumusan masalah. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemalsuan

Merek.

Bab V: Penutup

Bab V dalam penelitian ini adalah penutup. Dalam bab ini
merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin-poin penting hasil
penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan
memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan
dalam Bab I. saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang

berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.
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BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah bagian yang menjelaskan dan memberikan

paparan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian

sebelumnya dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan

sekaligus dasar dalam penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian

terdahulu yang peneliti cantumkan, yaitu:

1.

Tesis yang dilakukan oleh Septian Nur Fahmi S.H pada tahun 2018,
dengan judul Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off)
Terhadap Merek Dagang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
yuridis normative, tipe penelitian ini berbasis kepustakaan yang
fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Permasalahnnya merek “Sinar Laut” yang mirip dengan
merek terkenal, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana dan denda
kepada pelaku serta memerintahkan merek untuk menghentikan praktik
tersebut. Hasilnya, Pertama perbuatan pemboncengan reputasi (Passing
Off) adalah perbuatan melanggar hukum. Kedua, pertanggungjawaban
pelaku perbuatan pemboncengan reputsi (Passing Off) adalah liability
based on fault (prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan).
Ketiga, pengaturan ke depan (ius constituendum)tentang Passing off di

Indonesia harus diatur di UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
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Indikasi Geografis secara lebih jelas lagi terkait pengaturan definisi
merek terkenal, pengaturan kriteria merek terkenal yang masih
multiinterpretatif, diperjelas pedoman bukti-bukti untuk menunjukkan
keterkenalan suatu merek dan harus dilengkapi dengan elemen-elemen
passing off.'*
Jurnal yang dilakukan oleh Tomi Khoyron Nasir dan Imam Haryanto
pada tahun 2021, dengan judul Perlindungan Hukum Merek Terkenal
Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017
Sampai Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan yuridis normative karena menggunakan data sekunder yang
berasal dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
Permasalahannya, Aqua yang terdampak dalam pemasaran produksinya
dimana produk lain telah melakukan perbuatan passing off dari merek
terkenal Aqua sehingga terjadilah pelanggaran merek tersebut dalam
bentuk pelanggaran ketertiban umum. Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa peraturan merek yang terbaru dapat berkontribusi menyelesaikan
permasalahan terhadap pelanggaran merek selama Pandemi Covid-19.1°
Jurnal yang dilakukan oleh Adisty Padmawati Moha, Gunardie Lie, dan

Moody Rizqy Syailendra pada tahun 2024, dengan judul Perlindungan

14 Fahmi Nur Septian, “Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Terhadap Mereck Dagang”,
(TesisUniversitasJember,2018),10
https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91035/SEPTIAN%20NUR %20FAHMI1%

20S.H%20-%20160720101005-bak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

15 Nasir Khoyron Tomi dan Haryanto Imam, “Perlindungan Merek Terkenal Aqua Terhadap
Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017 Sampai Masa Pandemi Covud-19”, Widya
Rudika Jurnal Hukum,No.1(2021), 7 file:///C:/Users/user/Downloads/2135-6209-1-PB.pdf
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Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi Kasus
Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst). metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative
digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan,
norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo Putusan Kasasi No.
557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan No. 49PK/Pdt.Sus-HKI1/2018
mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-
undang, Khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal
76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru.'®

4. Penelitian oleh Alifia Sherli dan Septyani tahun 2024, yang berjudul
“Analisis Media Monitoring Terhadap Brand Hamlin Pada Bulan Maret
2024 Menurut Teori Evring Goffman”. Metode penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif, pemantauan media social untuk
menganalisis perkembangan diskusi merek hamlin, termasuk spesifik,
opini positif dan negatif. Hasil analisis menujukkan bahwa isu
pemalsuan produk yang melibatkan Brand Hamlin telah mengganggu
citra dan reputasi merek tersebut secara signifikan. Respons yang

kurang efektif dari Brand Hamlin terhadap isu ini telah memperburuk

16 Padmavati Adisty, Lie Gunardi, Rizky Moody, “Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas
Merek Pierre Cardin (Studi Kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”, No.5
(2024), 128 https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2224/1352
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situasi dan meningkatkan keraguan serta ketidakpercayaan publik
terhadap merek tersebut.!’

Penelitian oleh Pradipta Saraswati Annafi, Bunga Aldila Putri dkk tahun
2024. Dengan judul “Regulasi Perlindungan HKI Dalam Pelanggaran
Passing Off oleh Merek Hamlin Terhadap Merek Rhodey”. metode
penelitian yuridis normative dan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian bahwa pihak Rhodey tentu mendapatkan perlindungan
hukum seperti yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan apabila pihak Rhodey menggugatpihak Hamlin. Perlindungan
tersebut diantaranya ialah dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.'®

Penelitian oleh Annisa Lissana, Rianda Dirkareshza tahun 2023.
Berjudul “Passing Off Dalam Persaingan Usaha Yang Menimbulkan
Pelanggaran Hak Atas Merek”. Metode penelitian normatif yang
kemudian data-data dikumpulkan melalui acuan dari peraturan
perundang-undangan serta pendekatan kasus (case approach). Hasil
penelitian PT PIM bukan merupakan pihak terafiliasi dan/atau anak
perusahaan PT Bank Mandiri. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa

pelaku usaha PT PIM tidak beriktikad baik dalam menjalankan

usahanya.Akibatnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) jo ayat (3) UU

17 Sherli Alifia, “Analisis Media Monitoring Terhadap Brand Hamlin Pada Bulan Maret 2024
Menurut Teori Erving Goffman” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora,No. 2 (2024),29
https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/88/116

18 Annafi Pradipa, Putri Bunga, “Regulasi Perlindungan HKI Dalam Pelanggaran Passing Off Oleh
Merek Hamlin Terhadap Merek Rodey”,Journal Of Exploratory Dynamic Problems,No. 3 (2024),86
https://edp.web.id/index.php/edp/article/view/80/95
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MIGlogo PT PIM dapat ditolak ataupun tidak dapat didaftarkan. PT
Bank Mandiri dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan ganti
rugi seperti yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) hurufa dan b UU MIG
serta ketentuan pidana yang tertulis dalam Pasal 100 UU MIG terhadap
PT PIM."

. Penelitian oleh Wiwik Sri Widiarti, tahun 2019. Berjudul “Perlindungan
Konsumen Terhadap Merek Dagang”. Metode Penelitian ini adalah
deskriptif analitik dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi
konsumen pengguna produk merek adalah penting, karena banyaknya
kasus-kasus pelanggaran merek yang ditemukan di masyarakat
penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan dan sanksi bagi
konsumen yang dirugikan haknya. oleh produsen sebagai pemilik merek
yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Diferensiasi pada tanda, warna merek suatu produk dengan produk
sejenis lainnya dapat dilihat dan dirasakan oleh konsumen yang sudah
terbiasa dan terikat menggunakan merek tertentu.?’

. Penelitian oleh Fevrie Rizqie dan Saefudin Junior, tahun 2023. Berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Yang

Tidak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

19 Aliyya Annisa, Dirkareshza Rianda, “Passing Off Dalam Persaingan Usaha Yang Menimbulkan

Pelanggaran

Hak Atas Merek”,Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum,No.2(2023),172

https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/10050/5370

20 Widiarti Wiwik, “Perlindungan Konsumen Terhadap Merek Dagang”, Humano Journal,No. 1
(2019),64 file:///C:/Users/user/Downloads/VOL+3+NO+1+2019+KE+5.pdf
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Perlindungan Konsumen”. Metode penelitian menggunakan pendekatan
yuridis normative. Hasil penelitian Pelaku usaha melanggar ketentuan
tersebut maka pelaku usaha dapat di kenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61, Pasal 62 ayat
(1), dan Pasal 63 huruf (a, ¢, e, dan f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.?!

9. Penelitian oleh Wahyu Sinom Tampubalon, tahun 2019. Berjudul
“Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media
Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik”. Metode penelitian yang digunakan yaitu
penddekatan yuridis normative. Hasil penelitian ketidaksesuaian
spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam
iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan
bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang, sesuai Pasal 4
huruf h UU Perlindungan Konsumen tersebut berhak mendapatkan
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal

7 huruf g UU Perlindungan Konsumen berkewajiban memberi

2! Junior Fevrie, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Yang Tidak Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Law Studies, No. 1
(2023):255 https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3287294
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10.

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 2>
Penelitian oleh Rani Eva Dewi, tahun 2020. Berjudul “Perlindungan
Hukum Bagi Konsumen Atas Kejahatan Pemalsuan Merek Dengan Cara
Passing Off Yang Dilakukan Pengusaha Atas Merek Terkenal”. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang
mengutamakan data kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan
bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atas Tindakan passing off
yang dilakukan oleh pengusaha, yaitu: a) Perlindungan konsumen dari
barang tiruan, artinya, konsumen diberikan jaminan atas keamanan dan
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Jadi
para pengguna produk atau konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak
pelaku usaha, b) Perlindungan atas tanggungjawab pelaku usaha
terhadap konsumen yang membeli barang tiruan, artinya tiap perbuatan
melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain
mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian
itu, mengganti kerugian.?®

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaaan Penelitian Terdahulu

22 Tampubolon Wahyu, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Barang Melalui Media Jual
Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik™, Universitas Labuhanbatu,No.
2 (2019): 98 https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/1310/1303

23 Rani Eva Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Kejahatan Pemalsuan Merek dengan
Cara Passing Off Yang Dilakukan Pengusaha Atas Merek Terkenal”’(Diploma Thesis, Sekolah
Tinggi [lmu Hukum IBLAM, 2020), http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/281/

20


https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/1310/1303
http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/281/

No Nama, Judul Persamaan Perbedaaan
Penelitian, Metode
yang Digunakan

1 | Septian Nur Fahmi | Perbuatan Penelitian ini akan
S.H, “Perbuatan | pemboncengan membahas  tentang
Pemboncengan reputasi (Passing | konsekuensi dari
Reputasi (Passing Off) | Off) adalah | perbuatan
Terhadap Merek | perbuatan pemboncengan
Dagang.”  Penelitian | melanggar reputasi (Passing
ini menggunakan | hukum. Off)
metode penelitian
yuridis normative

2 | Tomi Khoyron Nasir | Fokus pada | Penelitian ni
dan Imam Haryanto | peraturan merek | terfokus pada
“Perlindungan Hukum | yang terbaru dapat | perlindungan
Merek Terkenal Aqua | berkontribusi konsumen atas
Terhadap Pelanggaran | menyelesaikan Tindakan
Mereknya Selama | permasalahan pelanggrana Passing
Kurun Tahun 2017 | terhadap Off.
Sampai Masa Pandemi | pelanggaran
Covid-19.” merek selama
Metode  pendekatan | Pandemi Covid-
yuridis normative. 19
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Adisty Padmawati
Moha, Gunardie Lie,
dan Moody Rizky
Syailendra.

“Perlindungan Hukum
Penggunaan Hak Atas
Merek Pierre Cardin
(Studi  KasusPutusan

No.15/Pdt.Sus.Merek.

Perlindungan

hukum  kepada
pemegang hak
merek,  tentang
merek Pierre

Cardin

Perlindungan hukum
kepada  konsumen,

yang hak  nya

dilanggar oleh
pelaku usaha
pelanggar passing off

dan dampak bagi
konsumen dari

pelanggaran passing

2015/PN/Niaga.Jkt)” off.

Metode penelitian

adalah normative.

Alifia ~ Sherli  dan | Media monitoring | Dampak dari passing
Septyani tahun 2024, | untuk memantau | off kepada konsumen
yang berjudul | dan menganalisis | dan pendapat
“Analisis Media | pembaruan terkait | konsumen dari

Monitoring Terhadap
Brand Hamlin Pada
Bulan Maret 2024
Menurut Teori Evring
Goffman”. Metode
penelitian

menggunakan

percakapan

terhadap  brand
Hamlin, termasuk
spesifik, opini
positif dan opini
negatif yang dapat

berpengaruh

pembelian  produk

passing off.
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pendekatan kualitatif

terhadap reputasi

deskriptif. dan kepercayaan

Masyarakat.
Pradipta Saraswati | Pelanggaran yang | Perlindungan untuk
Annafi, Bunga Aldila | dilakukan  oleh | konsumen dari
Putri dkk . suatu pengusaha | pelanggaran oleh
“Regulasi terhadap pengusaha demi
Perlindungan HKI | pelanggaran mendapat
Dalam  Pelanggaran | merek demi | keuntungan usaha.
Passing  Off oleh | mendapatkan
Merek Hamlin | sebuah
Terhadap Merek | keuntungan
Rhodey . dalam
Metode penelitian | memperlancar
yuridis normative dan | suatu usaha
pendekatan perdagangan.
perundang-undangan.
Annisa Lissana, | Fokuskan  pada | Penelitian ini lebih
Rianda Dirkareshza. | tindakan  dalam | tertuju pada kondisi

“Passing Off Dalam
Persaingan Usaha

Yang  Menimbulkan

persaingan usaha
yang terjadi ketika
ada pihak tidak

bertanggung

dilapangan yang
nantinya

memerlukan respon

dari para konsumen
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Pelanggaran Hak Atas
Merek”.
Metode

penelitian

normatif

jawab yang
memanfaatkan
suatu merek yang
sudah  memiliki
reputasi dan
terkenal milik
pihak lain
dengan
melakukan
pendomplengan
dan/atau
pemboncengan
yang disebut
istilah

dengan

Passing Off.

yang

dibohongi.

telah

Wiwik Sri Widiarti,
“Perlindungan

Konsumen Terhadap
Merek Dagang”.
Metode Penelitian ini
adalah deskriptif

analitik dan data yang

Manfaat dan

fungsi bagi
konsumen, dan
juga produsen itu
sendiri  sebagai
produksi  barang

dan atau jasa.

Membahas
pengetahuan

konsumen

tentang

dalam

mengonsumsi barang

yang diinginkan.
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terkumpul  dianalisis

secara kualitatif

Fevrie Rizgie dan
Saefudin.
“Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen
Terkait Informasi Yang
Tidak Ditinjau Dari
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan

Aturan dalam
Undang-uUdang

Nomor 8 tahun
1999 tentang
perlindungan
konsumen dan
Bagaimana sanksi
yang dapat

diancamkan

Penelitian ini akan
mendorong  dalam
pembuatan peraturan
yang spesifik tentang
pelanggran passing
off dalam

melindungi

konsumen.

Konsumen”. terhadap pelaku
Metode penelitian | usaha yang tidak
menggunakan melakukan
pendekatan yuridis | kewajibannya
normative. berdasarkan
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1999 Tentang
Perlindungan
Konsumen.
Wahyu Sinom | Regulasi dan | Penelitian ini juga
Tampubalon, aturan yang | meneliti regulasi
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“Perlindungan
Konsumen Terhadap
Pembelian Barang
Melalui Media Jual
Beli Online Ditinjau
Dari Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016
Tentang  Perubahan
Atas UU Nomor 11
Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan
Transaksi Elektronik™.
Metode penelitian
yang digunakan yaitu
penddekatan  yuridis

normative.

mengatur

terhadap transaksi
pembelian barang
melalui  Media
Jual Beli Online,
dimana  banyak
dampak kerugian
ataupun  modus
penipuan  yang
akan menjerat
atau menimpa
konsumen dalam

transaksi memalui

online.

peraturan yang ada
dengan fakta

dilapangan.

10.

Rani Eva  Dewi,
“Perlindungan Hukum
Bagi Konsumen Atas
Kejahatan Pemalsuan
Merek Dengan Cara
Passing Off Yang

Dilakukan Pengusaha

Fokus pada
penyelesaian

secara hukum
bagi  pengusana
yang melakukan
pemalsuan merek

dengan tindakan

Kecurangan
pengusaha yang akan
mempengaruhi

loyalitas konsumen.
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Atas Merek Terkenal”. | passing off atas
Metode penelitian | merek terkenal.
yang digunakan adalah

yuridis normative

B. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu
Tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada
subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
Hadjon juga membedakan perlindungan hukum menjadi 2 bentuk utama
yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.>*
Perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai pencegahan
sebelum terjadinya pelanggaran atau sengkete. Perlindungan hukum
represif merupakan tindak pemerintah yang diberikan setelah terjadinya
pelanggaran atau sengketa, biasanya melalui mekanisme penyelesaian
sengketa. Perlindungan hukum preventif pemerintah akan terdorong
untuk lebih hati-hati dalam mengambil Keputusan.

Bentuk perlindungan hukum preventif tertulis dalam peraturan

perundang-undangan yang berguna untuk mencegah terjadinya suatu

24 Ulfa Mutiara, Slamet, Arifudin, “Optimalisasi Perlindungan Konsumen Dalam Melakukan
Komplain Atas Produk Barang Cacat Melalui Self Regulation Pada Transaksi Pembelian Secara
Online PT. Bukalapak”, Jurisdictie, No. 3(2024):70 https://doi.org/10.34005/jhj.v6il.166
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pelanggaran dan untuk memberikan Batasan-batasan dalam melakukan
kewajiban. Perlindungan hukum represif yang berfungsi untuk
menyelesaikan sengketa yang muncul diakibatkan oleh suatu
pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang
berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakuakn.
2. Perlindungan Konsumen
a. Pengertian Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen
menurut UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat 1 merupakan
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen. Peraturan ini berlaku
untuk seluruh wilayah Indonesia dan mengatur hak dan kewajiban
konsumen serta para pelaku usaha.
1) Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undnag-Undang Nomor
8 Tahun 1999, yaitu: Meningkatkan kesadaran, kemampuan
dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/
atau jasa
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
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4)

5)

6)

Menciptakan system yang mengandung unsur kepastian
hukum dan keterbukaan informasi serta akses utuk
mendapatkan informasi

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap
yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,
Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.

b. Hak-Hak Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 telah

menetapkan beberapa hak konsumen, diantaranya:

1)

2)

3)

4)

Hak atas kenyamanan dan keamanan, dan keselamatan dan
mengonsumsi barang dan/atau jasa

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi barang dan/atau jasa

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang

dan/atau jasa yang digunakan
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5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen

7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur
serta tidak deskriminatif

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undnagan lainnya.

c. Kewajiban Konsumen
Kewajiban konsumen mempunyai beberapa prespektif yaitu:

1) Ius Constitutum Indonesia
Pada pasal 5 menetapkan beberapa kewajiban untuk
konsumen yaitu, membaca dan mengikuti prosedur yang
berlaku dalam pemakaian dan manfaat barang/jasa demi
keamanan dan keselamatan, memiliki niat baik dalam setiap
transaksi, membayar dengan harga yang sesuai, dan
mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen dengan baik.

2) Perspektif islam
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Prinsip konsumsi dan kewajiban-kewajiban moral konsumen
harus dijadikan fondasi dalam melakukan transaksi produk
yang akan dikonsumsi. Etika konsumsi menurut moral islam

berpedoman pada al-quran dan hadist.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan pada suatu penyelesaian yang paling
akurat, yang mejadi tujuan dari penelitian tersebut. Dalam mencapai tujuan
penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Penelitian merupakan suatu
karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis secara sistematis yang
menghasilkan suatu produk atau analisis secara sistematis yang
menghasilkan suatu produk atau analisis ilmiah ataupun argumentasi baru.
Dalam penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan oleh
sebuah metode, sistematika, serta permikiran khusus yang bertujuan untuk
mempelajari gejala hukum tertentu dengan metode Analisa.?

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu
penelitian hukum yang titik fokusnya adalah pada perilaku Masyarakat.?
Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian yuridis empiris adalah
mengkaji sikap perilaku dalam Masyarakat sebagai gejala yuridis lewat
ungkapan sikap nyata (actual behavior) yang dialami oleh Masyarakat.?’

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pendekatan langsung

dilapangan, mengumpulkan data primer melalui wawancara dan

25 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian hukum, (Jakarta: PT Nireka Cipta,2004), 20
26 Wiwik Sri, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: PT. Publika Global Media,2024),10
27 Muhaimin,Metode Penelitian Hukum (NTB: Mataram University Press, 2020) : 81.
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dokumentasi dengan UPT Perlindungan Konsumen untuk menggali respon

terhadap isu ini dimasyarakat.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan

pendekatan yang bertujuan mengkaji sebuah hukum dalam konteks sosial.?

Pengkajian tersebut dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan
pengetahuan hukum secara empiris yang telah menjadi titik tekan pada
pendekatan yuridis sosiologis.”’ Pendekatan hukum yuridis sosiologis
digunakan pada penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada UPT
Perlindungan Konsumen Malang. Penelitian ini tergolong penelitian

kualitatif karena data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.>
. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Lokasi penelitian di UPT Perlindungan Konsumen
Malang yang beralamat di Jl. Aries Munandar No.24, Kiduldalem, Kec.
Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119, Indonesia. Penelitian dilakukan
dengan bertemu secara langsung dengan salah satu pegawai UPT

Perlindungan Konsumen Malang.

28 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum,(Pasuruan: CV. PENERBIT QIARA
MEDIA, 2021) : 68.

2 Suteki dkk, Metode Penelitian Hukum, (Depok: PT.Rajagrafindo Persada, 2018), 134

30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2016),98
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Alasan peneliti memilih Lokasi penelitian ini berawal dari melihat
beberapa postingan berita complain dari konsumen yang merasa ditipu
dengan barang yang telah dibeli dengan harga yang berkali-kali lipat dari
harga asli. Selain itu wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa

konsumen Umama.
D. Sumber Data
Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang harus bisa diperoleh dari
fakta social yang terjadi dalam masyarakat. Data primer merupakan
data utama yang digunakan untuk penelitian yuridis empiris.

Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik
Purposive Sampling. Teknik purposive sampling adalah Teknik
penentuan sampel dengan kriteria tertentu.’! Penelitian ini
menggunakan kriteria yaitu konsumen yang pernah membeli hijab
SS.

Tabel 2 Konsumen Yang Diwawancarai

NO. | NAMA KONSUMEN YANG DIWAWANCARAI

1. | Kak Fitria

2. | Kak Laira

3. | Kak Abidatur

31 Burhan Ashshofa, Metode Penilitian Hukum, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2004), 78
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4. | Kak Hasna

5. | Akun Tokonana

6. | Akun Jastip Tanah Abang

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-
bahan Pustaka (literature review).>? Data yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari buku, Undang-Undang, jurnal, serta
publikasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan aspek
pemahaman hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek,

KUHP Pasal 482 tentang penipuan.
E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan
penelitian ini diantaranya:
1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung oleh

peneliti dengan mewawancarai narasumber agar memperoleh

32 Salsabila Anastasia, “Analisis Kejenuhan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Secara Daring Di
Kelas V Sekolah Dasar,” Angewandte Chemie International Edition, no.1(2021):24.
https://proceedings2.upi.edu/index.php/semnaspgsdpwk/article/view/2096
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informasi.>* Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan peneliti
secara semi struktur. Wawancara semi struktur merupakan gabungan
dari wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Pertanyaan yang
diajukan pada wawancara ini sebelumnya telah disusun, tetapi bisa
berubah sesuai yang diinginkan informan. Pelaksaaan wawancara
ini lebih bebas.

Wawancara ini dilakukan terhadap UPT Perlindungan
Konsumen yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi
yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Dengan metode
wawancara langsung dengan narasumber dengan pertanyaan semi
tersyruktur agar data yang dikumpulkan lebih akurat dan lebih
mudah dalam membandingkan data.

2. Dokumentasi

Dokumetasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara melibatkan pencarian, pengumpulan serta analisis berbagai
jenis dokumen yang relevan terkait topik penelitian. Teknik
pengumpulan data berfungsi sebagai informasi. Dalam penelitian ini
dokumentasi berupa foto complain konsumen hijab milik Shella
Saukia dari media sosial.

A. Metode Pengolahan Data
Pengolahan data didalam penelitian ini menggunakan metode

analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif

33 Abdul Fattah, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Harfa Creator,2023), 65
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merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan,

mengolah dan juga menganalisis serata menyajikan data secara

deskriptif.>* Berikut beberapa tahap dan pengolahan data analisis

deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal pokok,
fokus pada hal yang penting serta mencari pola dan temanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memeberi
gambaran yang jelas bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.’’

2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian secara kualitatif bisa dilakukan dengan bentuk uraian
secara singkat, hubungan anatar kategori, bagan, dan jenisnya.
Dengan melakukan penyajian data maka akan mempermudah
memahami apa yang terjadi, merencanakan kereja selanjutnya
didasarkan apa yang telah dipahami.*

3. Kesimpulan (Conclusion)
Penyimpulan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dari
teknik analisis data kualitatif kemudian ditelaah sesuai dengan objek
yang diteliti untuk ditarik keismpulan dari suatu permasalahan yang

bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Pada

34 Muhajirin, Risnita, and Asrulla Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan
Penelitian (Aceh:Journal Genta Mulia,2024), 92.

35 Burhan Ashshofa, Metode Penilitian Hukum,(Jakarta: PT Rineka Cipta,2004), 61

36 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), 109
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tahapan ini berisi tentang ringkasan dari kajian teori dan juga
jawaban atas rumusan masalah yang telah dicantumkan pada

penelitian.’

37 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika,2016), 110
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil UPT Perlindungan Konsumen Malang

Unit Pelaksanaan Teknisi Perlindungan Konsumen merupakan unit
pelaksanaan teknis yang memiliki tugas melakukan pemantauan produk
dan jasa beredar, serta mengadakan pemberdayaan terhadap konsumen
dan pelaku usaha. UPT Perlindungan konsumen memiliki fungsi utama
yaitu menjamin perlindungan Masyarakat sebagai konsumen dengan
melakukan Upaya seperti melakukan pengawasan terhadap produk
barang dan jasa serta menjamin hak-hak konsumen. Selain itu,
bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam
pendistribusian produk sehingga konsumen dapat melakukan transaksi
dengan aman dan percaya diri. *®

UPT Perlindungan Konsumen Malang beralamat di Jl. Aries
Munandar No. 24, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang. Dasar
pembentukan UPT Perlindungan Konsumen telah diatur sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Penugasan Urusan Pemerintahan di Bidang Perdaganagn
Nomor 5 Kolom 4, Sub bab Standarisari dan Penggunaan Perlindungan

Konsumen, Penyelenggaraan Mutu barang dan memantau barang

38 Nabilah Navaz, “Implementasi Pengawasan Hiegienitas Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Di
Dinas Kesehatan dan UPT Perlindungan Konsumen Malang)”, (etheses: Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahin Malang, 2024), http://etheses.uin-malang.ac.id/63375/1/200202110070.pdf
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dan/atau jasa yang beredar di seluruh kabupaten kota menjadi
wewenang pemerintah daerah provinsi.((

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang mengatur tentang daerah berhak menentukan kebijakan daerah
untuk pelaksanaan pemerintahan yang berada dibawah kewenangan
daerah. Maka dari itu terbitlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor
60 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dinas-dinas daerah provinsi
Jawa Timur yang menetapkan untuk dibuatlah Unit Pelaksana Teknis
dibawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Timur yaitu UPT Perlindungan Konsumen.

UPT Perlindungan Konsumen dapat beroperasi dalam lingkup
memberikan pelatihan, konsultasi, bimbingan dan penegakan disiplin
pegawai pada UPT Perlindungan Konsumen, penyelenggaraan konsep
kegiatan perlindungan konsumen, pengendalian barang dan jasa yang
beredar serta pengelolaan standart dalam rangka pelayanan kepada

Masyarakat.>

3 Diska Kurniawan, “Hasil wawancara dengan bagian UPT Perlindungan Konsumen Malang (22

April 2025).”
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B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku
Usaha (Studi Di UPT Perlindungan Konsumen Malang)

1. Upaya UPT Perlindungan Konsumen Malang Dalam Mengatasi
Terjadinya Pelanggaran Pemalsuan Merek Sebagai Bentuk
Perlindungan Konsumen

UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam melaksankan
pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga secara langsung sesuai
dengan dasar hukum Permendag No.36 Tahun 2018 tentang pengawasan
kegiatan perdagangan. Diatur pelaksanaan pengawasan atas seluruh
kegiatan perdagangan oleh Menteri Perdagangan, termasuk pengawasan
nya dapat didelegasikan ke Direktur Jendral/Kepala Dinas di Daerah serta
koordinasi dengan instansi teknis (Satgas, Bea dan Cukai). Pengawasan ini
bertujuan untuk menjamin tertib niaga, kemanan, perlindungan konsumen
dan pelaku usaha.

Dasar hukum pengawasan barang beredar dan /atau jasa oleh UPT
Perlindungan Konsumen diataur dalam Permendag No. 69 Tahun 2018,
fokus pada barang dan jasa yang beredar mulai dari produksi, distribusi,
hingga diperdagangkan. Ketentuan pengawasan yang dilakukan yaitu
memastikan keselamatan, kepatuhan standar mutu dan label, serta
perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Bertujuan untuk melindungi
konsumen dari produk tidak layak, barang illegal, atau laber salah.

UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki tujuan dalam

melindungi konsumen dari kecurangan para pelaku usaha, diantaranya; (1)

41



melindungi konsumen dari akses neganif pemakaian barang/atau jasa yang
tidak memenuhi aspek keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan lingkungan.
(2) menumbuhkan kesadaran Masyarakat sebagai konsumen akan hak dan
kewajibannya dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang beredar
dipasar. (3) menumbuhkan pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan
bertanggu jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya. (4) melindungi
industri dalam negeri serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kuat.

Tugas UPT Perlindungan Konsumen Malang yaitu; (1) pelaksanaan
barang beredar, jasa dan tertib niaga di pasar dan tempat penyimpanan, serta
tindak lanjut hasil pengawasan perlindungan konsumen. (2) pelaksanaan
pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha. (3) pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan perlindungan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha.
(4) pengkoordinasian dan pemberian pelayanan ketatausahaan, pengawasan
barang beredar, jasa dan tertib niaga, serta pemberdayaan konsumen dan
pelaku usaha.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UPT Perlindungan
Konsumen Malang terhadap konsumen, hasil wawancara dengan Bapak
Diska Kurniawan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025,
mengatakan:

“UPT Perlindungan Konsumen Malang melaksanakan pengawasan barang

beredar, jasa dan tertib niaga secara langsung ke lapangan, sesuai pada
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dasar hukum Permendag No. 36 Tahun 2018 tentang pengawasan kegiatan
perdagangan.” *°

Pengawasan barang beredar seperti pemeriksaan fisik produk di
pasar atau ditoko untuk mendeteksi adanya pemalsuan merek, barang yang
tidak ber-SNI/BPOM dan laber tidak lengkap. Mekanisme pengawasan
lapangan dengan perencanaan Menyusun jadwal inspeksi yang rawan
terjadi  pelanggaran. Pelaksanaan pemeriksaan mendadak dengan
wawancara, pemeriksaan dokumen, dan pengambilan sampel untuk diuji lab
jika diperlukan. Terakhir pemberian tindak lanjut apabila ada pelanggaran
ringan berupa peringatan lisan atau pembinaan.

Lebih lanjut Pak Diska menjelaskan bahwa konsumen dapat
mendapat perlindungan awal pada saat pelaku usaha membuat merek
dibuat, yaitu peraturan permendag No 25 Tahun 2021 tentang penetapan
barang yang wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa
Indonesia. Tujuan dari peraturan diatas, konsumen dapat dengan mudah
membaca merek dan memahami cara penggunaan dan informasi lain yang
dapat mudah dimengerti. Konsumen yang meresa dirugiakan oleh tindakan
pelaku usaha, dapat mendapat keadilan dengan cara non litigasi oleh BPSK.

Dikemudian hari apabila UPT Perlindungan Konsumen Malang
dalam kegiatan pengawasan menemukan tindakan pelanggaran pemalsuan
merek yang dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat, maka

bentuk perlindungan dan penyelesaian yang dilakukan oleh UPT

40 Diska Kurniawan, wawancara, (Malang, 21 April 2025)
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Perlindungan Konsumen Malang adalah, meminta pelaku usaha yang
melanggar untuk cepat menghabiskan stok dan tidak mengambil barang lagi
untuk diperjualbelikan kembali. Namun, jika ada konsumen melapor pada
UPT Perlindungan Konsumen Malang dan meresa dirugiakan dari sebuah
produk, maka UPT Perlindungan Konsumen akan memroses pengaduan
tersebut dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan
penyelesaian secara non litigasi. Pertemuan keduanya tidak menyelesaian
permasalahan, akhirnya konsumen dapat membawa permasalahan ini ke
kepolisian atau pengadilan Tingkat tinggi untuk diselesaian secara litigasi.
UPT Perlindungan Konsumen yang memiliki tugas utama yaitu
mengawasi produk beredar, jasa, dantertib niaga, tidak mempunyai
Tindakan pasti terkait pelanggaran pemalsuan Merek yang dapat dikatakan
baru di malang. Pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perlindungan
Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dari
Tindakan curang oleh pelaku usaha yang bersaing tidak secara sehat. Dalam
mengatasi kerugian konsumen dari Tindakan pemalsuan merek, UPT
Perlindungan Konsumen Malang siap menerima aduan atau menunggu
keluhan dari konsumen yang merasa dirugikan dari Tindakan pelanggran
pemalsuan merek. Bentuk pelayanan UPT Perlindungan Konsuemen
Malang dengan membantu untuk mediasi, dan aduan kepada BPSK
penyelesaian kasus maksimal 21 hari kerja permasalahn harus menemukan

titik temu.
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Target atau parameter pengawasan, yaitu; (1) pengawasan barang
beredar dalam mememnuhi standart, (2) pengawasan barang beredar dalam
memenuhi pencantyman lebel dalam bahasa Indonesia pada barang, (3)
pengawasan barang beredar dalam memenuhi kewajiban untuk melengkapi
petnjuk penggunaan, (4) pengawasan barang beredar dalam memenuhi
kewajiban layanan purna jual, (5) pengawasan barang beredar dalam
memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang
diperjanjikan, (6) pengawasan cara menjual, (7) pengawasan pengiklanan,
(8) pengawasan klausula baku, (9) pengawasan perizinan bidang
perdagangan, (10) pengawasan perdagangan barang yang diawasi, dilarang,
dan/atau diatur, (11) pengawasan distribusi, (12) pengawasan produk dalam
negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan,
Kesehatan,dan lingkungan hidup, (13) pengawasan pemberlakuan SNI,
persyaratan teknis, dan klasifikasi, (14) pengawasan pendaftaran Gudang,
(15) pengawasan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang
penting, (16) pengawassan perdagangan melalui system elektronik.

UPT Perlindungan Konsumen Malang memiliki jargon KONCER
(Konsumen Cerdas), kegiatan konsumen cerdas adalah kegiatan yang
mengedukasi kepada konsumen agar konsumen lebih mengetahui hak dan
kewajibannya dan juga menganjurkan nengkonsumsi produk sesuai dengan
kebutuhannya, serta membimbing konsumen agar lebih kritis terhadap

produk yang dibeli.
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Anggota BPSK terdiri dari aparatur pemerintah, pelaku usaha,
konsumen, dan produsen yang mendapatkan amanah khusus dari menteri.
Selama menangani kasus konsumen, BPSK berhak melakukan pemeriksaan
validasi laporan, meminta bukti, hasil tes labaoratorium, serta bukti lain
terkait pihak yang bersengketa. Langkang pengaduan ke BPSK:

1. Mengisi Form pengaduan dan memberikan bukti-bukti sengketanya

2. Menunggu panggilan tertulis dari sekretariat BPSK untuk jadwal
persidangan

3. Mengikuti persidangan BPSK dengan ketentuan dan tata cara yang
sudah diatur

4. Mendapatkan hasil Salinan putusan persidangan dari secretariat BPSK,
maksimal 4 hari kerja.

Pelanggaran pemalsuan merek yang cenderung melibatkan pelaku
usaha pemegang hak merek yang terdaftar, UPT Perlindungan Konsumen
Malang tidak bekerja sama dengan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, karena
konsumen telah membeli produk yang diinginkan tanpa paksaan atau
permintaan orang lain. Jika suatu hari, konsumen merasa dirugikan atas
Tindakan pelanggaran pemalsuan merek dari produk yang telah dibeli, maka
UPT Perlindungan Konsumen Malang akan menerima aduan konsumen,
membentu dalam mediasi dan gugatan BPSK.

Dengan adanya pelanggaran merek yang beredar dipasaran yang

akan membuat konsumen kebingunagan, hal ini sejalan dengan hasil
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wawancara dengan konsumen pada tanggal 1 mei 2025, yang memiliki
nama akun Jastip Tanah Abang, mengatakan bahwa:

“kami merasa rugi kak kalau beli barang terus dapat kualitas yang ga
sesuai sama harganya, soalnya kami mikirnya barang ini higt quality dan
terjamin, jadi kita sebagai konsumen merasa digikan soal klime dia yang
berlelbihan.”*!

Konsumen merugi akibat barang yang tidak sesuai harga dan klaim yang
berlebihan. Iklan yang menyesatkan sering kali pelaku usaha melebih-
lebihkan kualitas produk padahal kenyataannya biasa saja atau tidak sesuai
harga.

Lebih lanjut Pak Diska menjelaskan dalam pengawasan merek
berlabel bahasa Indonesia harus benar-benar dilihat seperti apa, sebab merek
menjadi hal yang penting dalam sebuah produk, seperti harus dilihat dari
cara pengucapannya, logo mereknya, dan lain sebagainya. Pemalsuan merek
biasanya terjadi pada merek terkenal, apabila terjadi Tindakan pemalsuan
merek dapat dilakukan gugatan ganti rugi merek terkenal.

Selanjutnya bentuk perlindungan yang diberikan oleh UPT
Perlindungan Konsumen Malang terhadap konsumen dari Tindakan
pemalsuan merek, Pak Diska pada tanggal 21 April 2025 mengatakan:
“UPT Perlindungan Konsumen Malang sebagai pengawasan produk

beredar, jasa dan tertib niaga, memberi upaya perlindungan kepada

41 Jastip Tanah Abang, wawancara, (1 Mei 2025)
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konsumen dari Tindakan pemalsuan merek berupa mencabut izin usaha jika
peringatan awal tidak kunjung direspon.”*

Tindak lanjut yang dapat dilakukan apabila ada pelanggaran ringan adalah
memberikan peringatan lisan atau tulisan dan pembinaan. Pelanggaran berat
dengan pemblokiran produk bekerja sama dengaan DJKI dan laporan ke
Polres jika terdapat pelanggaran pidana.

Lebih lanjut Pak diska menjelaskan bahwa UPT Perlindungan
Konsumen Malang memiliki fungsi pengawasan, pihak yang
berkepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila ada laporan konsumen
yang merasa dirugikan dari perbuatan curang pemboncengan reputasi.

Selanjutnya wawancara dengan konsumen bernama Kak Fitria Nur
tentang merek yang melakukan tindakan menutupi merek asli dengan merek
pelaku usaha yang melanggar, menurut Kak Fitria kalau ada barang seperti
jilbab atau barang pakaian lainnya agak kesel kak, penjualnya promosi kalau
bahannya import dan lain-lain, ternyata ada merek terkenal yang sama
kualitasnya tapi harga nya ramah.

Wawancara konsumen Bernama Kak Abidatur pada tanggal 30 April

2025 tentang penilaian atas barang atau produk.

“saya mempertimbangkan berapa banyak orang yang telah mengonsumsi
atau membeli barang yang saya inginkan kak, jadi kualitasnya bisa

dilihat.”®#

42 Diska Kurniawan, wawancara, (Malang, 21 April 2025)
43 Abidatur, wawancara, (30 April 2025)
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Postingan ulasan yang bohong juga dapat menyesakan konsumen dalam
membeli barang. Banyak pelaku usaha yang membuat akun-akun baru
untuk memberi rating tinggi dan deskripsi pengalaman untuk membuat

konsumen percaya.

Wawancara selanjutnya dengan Kak Laira pada tanggal 2 Mei 2025
tentang yang menjadi dasar pertimbangan dalam membeli produk atau
merek yang menutupi merek asli dengan merek pelanggar: “sebelum
membeli produk, saya akan meminta pertimbangan dengan teman tentang
produk merek tertentu. Dengan adanya pengalaman seperti ini, saya jadi
sedikit hilang kepercayaan terhadap merek yang diperdgangkan oleh
influrncer.”**

Dampak pada konsumen dari Tindakan pemalsuan merek seperti
kerugian finansial yaitu uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai
produk. Kekecewaan karena konsumen merasa dibohongi dan kehilangan

kepercayaan pada merek lagi. Waktu terbuang untuk proses complain atau

pengembalian barang sering rumit dan memakan waktu.

Wawancara konsumen selanjutnya Bernama Kak Hasna pada
tanggal 6 Mei 2025 tentang bagaimana tanggapan tentang merek yang
mempengaruhi penilaian atas barang: “kalau pemilik merek SS jujur tentang

informasi produk bahwa hijab SS merupakan Hijab Umama yang

44 Laira, wawancara, (2 Mei 2025)
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dimodifikasi, konsumen yang suka dengan hijab SS tetap akan beli. Harga

Jjuga mempengaruhi kualitas barang menurut saya.”*

Konsumen yang mempunyai minat dan selera yang berbeda-beda
lebih menerima jika pelaku usaha yang melakukan Tindakan pemalsuan
merek jujur dengan kondisi atau kualitas produknya. Konsumen akan lebih
merasa dihargai dengan informasi yang sesuai produk. Memberi informasi

yang benar juga termasuk hak dari konsumen.

Wawancara konsumen selanjutnya dengan pemilik akun
@tokonanal6 pada 7 Mei 2025 tentang bagaiman tanggapan terkait hijab
Umama dan SS dan apa yang menjadi pertimbangan dalam membeli
produk. “pasti kecewa karena sebagai konsumen merasa dibohongi dari
kecurangan pelabelan merek SS, dalam melihat produk lebih memperhatikan

kualitas dan harga.*%

Produk dijual mahal dengan kualitas tinggi tapi ternyata memiliki
bahan yang tidak sesuai. Klaim yang berlebihan tanpa bukti seperti high
quality, terjamin dan premium. Pelaku usaha telah melakukan pelanggaran

dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dan tidak jujur.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan UPT Perlindungan
Konsumen Malang dari perbuatan pemalsuan merek yang dapat menimbulkan

kerugian dengan menyampaikan informasi dalam rangka meningkatkan

45 Hasna, wawancara, (6 Mei 2025)
46 Tokonanal 6, wawancara, (7 Mei 2025)
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kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam
mengonsumsi barang/atau jasa, memberikan nasehat kepada konsumen yang
memerlukan, sosialisasi tentang konsumen cerdas di beberapa universitas di
Malang, siswa-siswi pelajar, dan sosialisasi kepada penjual dan pembeli di
pasar dengan penyuluhan dan membagikan brosur, membantu konsumen
dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan dan pengaduan
konsumen dan melakukan pengawasan terhadap barang beredar, jasa, dan

tertib niaga dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam melaksanakan tugas dan
menyelesaikan permasalahan konsumen bekerjasama dengan lintas dinas atau
lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Komisi Pengawas Persaingan
Usaha, dan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual memungkinkan terjalin apabila
ada beberapa situasi yang sedang dihadapi. BPSK yang notabene
menyelesaikan perkara pengadilan dengan non litigasi, untuk sanksi yang
diperoleh dapat mengikuti pilithan penyelesaian masalah yang sudah

disepakati kedua belah pihak baik jalur mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.

Apabila konsumen merasa dirugikan dalam pembelian barang/atau jasa,

maka konsumen dapat mengadu kepada:

1. Konsumen mengadu ditempat mereka membeli barang/atau jasa ke toko

untuk meminta pertanggungjawaban atau pengembalian dana.

51



2. Konsumen bisa langsung mendatangi produsen (pembuat produk), untuk
melaporkan distributornya dan meminta pertanggungjawaban atau
penggantian dana.

3. Apabila tidak mendapat respon yang baik dari pelaku usaha, konsumen
dapat mellakukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK), Sebab tugas BPSK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
disebutkan bahwa, BPSK merupakan lembaga peradilan konsumen di
Daerah Tingkat II seluruh Indonesia. Tugas utamanya adalah memberikan
perlindungan kepada konsumen sekaligus menangani penyelesaian
sengketa di luar lembaga peradilan umum

Meskipun UPT Perlindungan Konsumen Malang berperan aktif dalam
Upaya-upaya seperti mediasi, pengawasan, dan edukasi, secara normatif
perlindungan konsumen telah dijamin melalui instrumen hukum, seperti
Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Peraturan ini tidak
hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, tetapi

juga memberikan landasan hukum bagi UPT dalam menjalankan tugasnya.

Sebuah merek berfungsi sebagai penanda atau ciri khas dari sebuah
produk seseorang, selain berfungsi sebagai pembeda, merek mempunyai
kemampuan untuk agar dapat mengiklankan produknya.*’ Oleh karena itu,

merek mempunyai peranan penting bagi produsen yang sama halnya dengan

47 Khoirul Anawar,dkk, “Sosialisasi Hukum Tentang Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku
UMKM Di Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri”, Dharma Wiyata,No.2
(2024),1
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hak cipta yang paten. Namun, seiring dengan perkembangannya, ada
beberapa tindakan yang dapat merugikan pengusaha, salah satunya adalah
Tindakan pemalsuan merek. Pemalsuan merek merupakan tindakan
memakai/menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal

milik pengusaha lain.

Tindakan ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen
sehingga, konsumen dapat mengira produk yang dijual oleh pengusaha yang
melanggar merupakan produk dari pengusaha yang asli. Hal ini dapat
menurunkan penurunan penjualan, dapat menurunkan kepercayaan
konsumen terhadap merek dari pelaku usaha pemilik merek asli, serta
penurunan reputasi dari pemilik merek asli karena konsumen akan
menganggap bahwa pemilik merek asli tidak serius dalam menjaga kualitas

produk yang dijual.*®

Perlindungan merek tidak hanya dapat melindungi pemegang hak merek
yang sudah terdaftar ataupun terkenal, tetapi juga melindungi konsumen,
agar tidak ada kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kecurangan oleh
pelaku usaha yang ingin cepat mendapatkan keuntungan yang sebesar-
besarnya, yang menjadi tujuan perlindungan merek dari perbuatan
pemalsuan merek adalah untuk menjamin konsumen bahwa barang/atau

jasa yang dibeli merupakan merek asli dari produsen barang/atau jasa, agar

48 Ainis Apriliani Kurniawati et al., “Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum Atas Tindakan
Passing Off Dan Trademark Dilution Pada Merek Terkenal Di Indonesia” Diponegoro Private Law
Riview,no. 2 (2024): 197. file:///C:/Users/ZAY YIDA/Downloads/21663-90190-1-PB.pdf
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konsumen mendapatkan kualitas barang yang sesunggungnya dan informasi

yang jujur.®

Konsumen yang terlindungi dari tindakan curang oleh pelaku usaha
dalam pelanggaran pemalsuan merek, secara tidak langsung juga
melindungi pemegang merek yang sudah terdaftar maupun terkenal, karena
jika konsumen terlindungi dari perbuatan pemalsuan merek maka konsumen
akan selalu mempunyai rasa percaya dan royal terhadap produk yang
dikeluarkan oleh pemegang merek terdaftar, karena adanya jaminan kualitas
barang/atau jasa. Biasanya merek yang sudah terkenal dikalangan
masyarakat akan lebih terpercaya. Merek mempunyai peranan penting
dalam berbisnis, sebab konsumen akan akan membeli barang dengan merek

yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap
merek, yang didalamnya termasuk merek terkenal, dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-
Undang No 20 Pasal 21 Tahun 2016 berbunyi: “Larangan penggunaan
merek yang memiliki kemiripan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa”. Namun,
Undang-Undang tersebut cukup bisa dalam mencegah tindakan pemalsuan

merek. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan

4 Desy Salsa Biela and Abraham Ferry Rosando, “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang
Melakukan Pelanggaran Hak Atas Merek,” Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and
Social-Political Governance, no. 1 (2022): 619, https://doi.org/10.53363/bureau.v2il.157.
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perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia. Pada Pasal 90
Undang-Undang No 20 Tahun 2016 menjelaskan tentang: “Pemilik merek
terdaftar dapat menggugat pihak yang menggunakan merek nya secara tidak
sah, termasuk Ganti rugi”. Perlindungan hukum tentang merek secara tidak
langsung juga melindungi konsumen dari penipuan oleh pelaku usaha yang
curang.’® Pengenalan ciri-ciri merek juga dapat dilakukan melalui tanda-
tanda yang berkaitan dengan merek yaitu, seperti packging produk, slogan,
jingle, atau elemen visual lainnya yang dapat bertahan dalam
mempromosikan merek dan komunikasi yang baik kepada konsumen.®!
Pengenalan ciri khas produk dapat membantu konsumen dalam mengenali

merek yang diinginkan dan dapat membedakannya.

Kerugian konsumen akibat Tindakan pemalsuan merek biasanya
kerugian materil, keruguan meteril pada umunya mencangkup kerugian
yang dialami oleh konsumen dan keuntungan yang diharapkan. Konsumen
dapat meminta Ganti rugi akibat Tindakan pemalsuan merek dengan
layangkan gugatan berupa uang, pemulihan ke keadaan semula, larangan
untuk mengulangi perbuatan itu lagi, dan putusan hakim bahwa
perbuatannya bersifat melawan hukum. Bentuk Tindakan yang dapat

digugat adalah perusakan barang (menimbulkan kerugian materiil). >

50 Santi Dwi Wahyuni, “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Passing off Terkait Public
Misleading Di  Indonesia”(Graduates  thesis,Universitas Negeri  Semarang, 2020).
https://lib.unnes.ac.id/41825/

51 Acai Sudirman, Brand Marketing : The Art Of Branding, (Jakarta:CV. Media Sains
Indonesia,2022),15

52 Musataklima, Hukum dan Kebiajakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (MalangCyv.
Makanawi,2024),166
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Ganti rugi atas perbuatan melawan hukum berpegang pada prinsip untuk
memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya kerugian akibat
Tindakan melawan hukum, walaupun demikian, KUH Perdata tidak
memberikan ketentuan yang pasti terkait jenis Ganti rugi yang dapat
dituntut oleh konsumen yang dirugikan. Kerugian yang diakibatkan oleh
wanprestasi , keuntungan yang telah diperoleh juga dapat dituntut.
Sebagaimana kerugian yang telah disebutkan dalam wanprestasi adalah
biaya, kerugian dan bunga.’® Undang-undang tidak megatur kerugian yang
harus dibayar akibat dari perbuatan melawan hukum, yang diatur adalah
kerugian akibat wanprestasi. Untuk memberikan kepastian hukum dalam
memberikan Ganti rugi dari melawan hukum, dapat perpatokan pada
ketentuan-ketentuan yang samadengan pemberian Ganti rugi akibat

wanprestasi.

Ketentuan untuk pencegahan terjadinya penipuan dan memastikan
bahwa konsumen dapat membuat Keputusan dengan tepat berdasarkan
informasi yang akurat juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen, yang berbunyi “Hak
konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar. Jelas, dan jujur™*.
Makna hak konsumen atas informasi untuk menjamin hak konsumen untuk

mendapatkan informasi yang tidak mengandung kebohongan atau

manipulatisi fakta. Konsumen mendapat informasi yang mudah dipahami

53 Musataklima, Hukum dan Kebiajakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Malang:Cv.
Makanawi,2024),167
54 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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konsumen dari berbagai latar belakang dan tidak menyesatkan atau
menutupi kelemahan produk. Selain itu Pasal § UUPK berbunyi “Larangan
pelaku usaha memproduksi/ memperdagangkan barang yang meniru merek
dagang pihak lain”, dengan adanya peraturan-peraturan diatas, dapat
membantu kerugian konsumen yang menjadi objek bisnis para pelaku usaha
yang ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berbagai

macam cara promosi atau penjualan yang dapat merugikan konsumen. >°

Konsumen yang mengalami kerugian atas kecurangan para pelaku
usaha, mendapat perlindungan yang telah dijelaskan dalam Pasal 19
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

yang berbunyi: *°

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumesi barang
atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan tennggang waktu 7 hari setelah
tanggal transaksi

4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengatur tentang tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas kerugian

% Pasal 8 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
56 Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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konsumen, cakupan kerugian seperti kerusakan fisik produk yang dapat
merugikan konsumen, pencemaran nama baik seperti produk palsu, dan
kerugian materiil maupun non materiil. Bentuk pemberian Ganti rugi ada
beberapa opsi seperti pengembalian uang , pengembalian barang/jasa
sejenis, dan perawatan Kesehatan. Tenggat waktu pemberian Ganti rugi
dihitung sejak tanggal tansaksi atau tanggal kerugian terjadi, dan jika pelaku
usaha terlambat dalam memberikan Ganti rugi, maka konsumen dapat
melaporkan ke UPT Perlindungan Konsumen atau mengajukan gugatan.
Konsumen dapat melakukan tuntutan pidana apabila terbukti penipuan yang
sengaja menjual barang palsu dan kecerobohan seperti tidak melakukan

quality kontrol.

Tindakan pelanggaran pemalsuan merek oleh pelaku usaha, dapat
memintapertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Diatur dalam Pasal 24
ayat 2, yang berbunyi “Pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau
gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau
jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas
abarang dan/atau jasa tersebut”.’’ Konsumen yang telah dirugikan dalam
pembelian produk akibat perbuatan pelaku usaha yang melakukan
pemalsuan merek. Bentuk perlindungan hukum yaitu konsumen dapat

menuntut pelaku usaha lain yang membeli barangdan/atau jasa yang

57 Pasal 24 Ayat 2 No.8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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menjual Kembali produk, karena telah diubah atau dimodifikasi dari bentuk

semula.

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas kecurangan usaha terhadap
konsumen juga dijelaskan dalam pasal 23, berbunyi: “pelaku usaha yang
menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti
rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui badan penyelesaian
sengketa atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan
konsumen”.>® Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dapat
melakukan gugatan perdata berdasarkan undang-undnag merek atau
undang-undnag perlindungan konsuemn, laporan pidana ke apparat penegak
hukum (Polisi/PPNS) jika ada unsur penipuan, pengaduan ke BPKN (Badan
Perlindungan Konsumen Nasional) atau LPKSM (Lembaga Perlindungan
Swadaya Masyarakat), dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen).

Konsumen maupun pemegang merek asli yang terdaftar dapat
melakukan pengaduan kepada Lembaga penyelesaian sengketa konsumen,
dengan memberikan alat bukti yang diperlukan untuk dilakukan
penyelidikan dan pemeriksaan. Pelaku usaha yang menolak untuk
memberikan informasi dan menolak untuk diperiksa maka dapat dilanjutkan

pada pengadilan Tingkat tinggi. Upaya-upaya diatas dapat memberikan

58 Pasal 23 No.8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
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perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan dalam tindakan

pelanggaran pemalsuan merek di Indonesia.

Upaya perlindungan hukum prefentif berupa peraturan serta penjabaran
hak dan kewajiban konsumen dalam bentuk perundang-undangan yang
dapat melindungi konsumen dari pelanggaran oleh pelaku usaha. Peraturan
pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan
Konsumen, yang berbunyi “Hak konsumen untuk mendapatkan informasi
yang benar. Jelas, dan jujur” dan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak dan kewajiban

konsumen.

2. Hambatan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Represif Terhadap Konsumen

Dari Tindakan Pemalsuan Merek

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Diska, selaku petugas
pelayanan pada UPT Perlindungan Konsumen Malang. Beliau mengatakan,
hambatan-hambatan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam
perlindungan represif terhadap konsumen atas Tindakan pemalsuan merek.
Perlindungan represif berarti Tindakan hukum setelah terjadinya suatu

pelanggaran.

a. Kurangnya kesadaran dan laporan dari konsumen.
Konsumen sering kali tidak menyadari terlah menjadi

korban pemalsuan merek dikarenakan kemiripan produk, produsen
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meniru atau menyesatkan konsumen yang dapat mengecoh
konsumen dalam memilih barang yang dibeli. Konsumen kurang
memahami tentang hak-hak konsumen, sehingga konsumen enggan
untuk melapor. Ini termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual
dan konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum.
Konsumen enggan melapor karena ketidaktahuan tentang
prosedur pengaduan, banyak yang tidak memahami cara melaporkan
permasalahan ke UPT Perlindungan Konsumen, Polisi, atau DJKI.
Menganggap remeh pelanggaran, konsumen mungkin berfikir
bahwa Tindakan pemalsuan merek merugikan diri sendiri, padahal
pelanggaran ini juga dapat merusak reputasi merek asli. Kurangnya
sosialisasi edukasi tentang hak konsumen seperti hak atas informasi
yang benar, hak untuk mendapat barang sesuai dengan deskripsi.
Solusi yang dapat dilakukan unttuk meningkatkan kesadaran
konsumen dengan memberikan edukasi publik seperti sosialisasi
pemerintah, Lembaga perlindungan konsumen, memberikan

kemudahan akses pelaporan kepada konsumen.

. Keterbatasan sumber daya dan wewenang

UPT  Perlindungan Konsumen Malang memiliki
keterbatasan wewenang dalam penindakan hukum, karena kasus
pemalsuan merek juga melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual (DJKI) atau polisi. UPT Perlindungan Konsumen

merupakan unit teknis Tingkat daerah (Malang) yang berfokus pada
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perlindungan konsumen secara umum atau menyeluruh, tetapi tidak
memiliki kewenangan penuh untuk menindak pelanggaran hak

kekayaan intelektual (HKI) seperti pemasuan merek. >

Basis hukum UPT beroprerasi berdasarkan Undang-Undang
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang lebih
menekankan pada penyelesaian sengketa konsumen dengan mediasi
dan edukasi.®® Sementara passing off termasuk pelanggaran HKI
yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, dibawah kewenangan DJKI (Kemenkumham)
dan apparat penegak hukum (kepolisisan/kejaksanaan). Dampak
dari keterbatasan kewenangan UPT adalah UPT hanya bisa
memediasi antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi tidak bisa
menyita barang palsu, menghentikan produksi pelaku pemalsuan
merek dan menjatuhkan sanksi. Jika pelaku usaha tidak dapat
menyelesaikan perkara secara kooperatif, maka UPT harus merujuk

ke DJKI atau polisi.

Solusi untuk memperkuat peran UPT Perlindungan
Konsumen Malang dengan melakukan MoU dengan DJKI atau Polri
untuk membuat mekanisme pelaporan terpadu agar kasus pemalsuan

merek bisa langsung diteruskan ke instansi berwenang. Peningkatan

%9 Andres Hidalgo, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Self Declare Sertifikasi Halal Perspektif
UU Perlindungan Konsumen (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Konsumen

Malang)”(etheses

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2024), 67,

http://etheses.uin-malang.ac.id/69388/1/200202110052.pdf

0 Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan khusus bagi staf UPT
tentang dasar-dasar HKI. Memberikan sosialisasi kepada konsumen

tentang cara melapor ke DJKI atau Polri.

Kurannya koordinasi atau ketergantungan pada Lembaga lain

Jika disebuah toko di Malang menjual produk palsu. UPT
hanya bisa memediasi Ganti rugi, tetapi untuk pemblokiran merek
UPT harus melibatkan DJKI dan penyidikan pidana harus merujuk
ke Polres Malang. Koordinasi dengan lintas Lembaga-lembaga
sering kali membutuhkan waktu yang lama dan terkesan lambat
karena perbedaaan prosedur dan birokrasi.

Perbedaan mekanisme antar lembaga yaitu UPT bekerja
dengan pendekatan mediasi dan non litigasi. DJKI memerlukan
pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan yang nyata sebelum
memblokir merek. Polres membutuhkan laporan resmi dan
penyidikan sesuai dengan KUHAP. Solusi untuk meningkatkan
koordinasi dengan mekanisme pelaporan terpadu membuat system
online terintegrasi antara UPT, DJKI, dan Polri untuk mempercepat
pertukaran data. Pelatihan lintas Lembaga seperti workshop
Bersama untuk menyamakan pemahaman tentang penanganan

pemalsuan merek.

. Keterbatasan anggaran, SDM, dan Fasilitas untuk investigasi

mendalam.
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Keterbatasan SDM di UPT Perlindungan Konsumen hanya
memiliki 1-2 staf yang menangani kasus, sementara laporan
konsumen banyak. Staf sering tidak terlatih khusus untuk
menangani kasus HKI seperti pemalsuan merek. Perlindungan
represif memerlukan proses hukum yang kompleks dan berjenjang
seperti gugatan perdata atau laporan pidana, yang memakan banyak
waktu. UPT yang kadang masih ada rasa ragu dalam menindak
karena pertimbangan sosial-ekonomi pelaku passing off yang dapat
disebut UMKM dan usaha kecil.

Kurangnya pelatihan HKI mengakibatkan staf tidak paham
teknis pembuktian Tindakan pemalsuan merek dan tidak mampu
berkoordinasi secara efektif dengan DJKI atau Polri. Pertimbangan
sosial ekonomi pelaku UMKM, UPT ragu dalam menindak karena
khawatir UMKM bangkrut dan dapat menimbulkan pengangguran.
Solusi untuk mengatasi keterbatasan ini adalah dengan peningkatan
kapasitas SDM seperti rekrutmen/Lembaga ahli HKI untuk
membantu dalam investigasi. Penganggaran khusus untuk
investigasi seperti alokasi dana untuk uji produk, verifikasi merek
dan koordinasi dengan Lembaga terkait.

Hambatan partisipasi konsumen dalam proses hukum pemalsuan
merek

Konsumen sering enggan terlibat dalam proses Panjang dan

memakan biaya yang tinggi seperti biaya hukum seperti advokat dan
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biaya pendaftaran gugatan dan administrasi pengadilan dan biaya
tak langsung seperti transportasi dan waktu yang terbuang.
Konsuemen sering menganggap rugi kecil misalnya sebesar Rp.50
ribu tidak cukup menguntungkan untuk dilaporkan.

Konsumen masih berpikir bahwa Kerugian yang dianggap
sedikit lebih baik dari pada melapor. Dampak negatif dari enggan
melapor adalah pelaku pemalsuan merek yang semakin merajalela,
merosotnya perlindungan hukum bagi konsumen, dan kerugian
ekonomi jangka Panjang.Solusi untuk mendorong partisipasi
konsumen dengan mengadakan mekanisme gugatan sederhana dan
murah, pelaporan terpadu online seperti sistem pengaduan
pemalsuan merek via aplikasi yang terhubung langsung dengan

Polisi dan UPT, dan Edukasi tentang hak konsumen.

Proses hukum represif untuk pemalsuan merek memang rumit dan

mahal, sehingga banyak konsumen yang memilih untuk tidak melapor. Perlu

nya mekanisme alternatif seperti kolaborasi lintas Lembaga, pemanfaatan

teknologi, dan pendekatan edukasi kepada konsumen, UPT Perlindungan

Konsumen dapat meningkatkan deteksi pemalsuan merek, mempercepat

penanganan tanpa biaya yang besar, dan melindungi konsumen dan UMKM

secara adil dan aman. Wujud upaya perlindungan represif yaitu diwujudkan

dalam sanksi jika terjadi pelanggaran yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum

dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi : “setiap konsumen yang dirugikan
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dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas yang
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui

peradilan yang berada lingkungan peradilan umum”.%!

Sanksi perdata juga dijelaskan pada pasal 60 : “(1) badan penyelesaian
sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap
pelaku usaha yang melanggar, (2) sanksi administratif berupa penetapan
Ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), (3) tata
cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dan pasal 61
“penuntutan pidana dapat dilakuakan terhadap pelaku usaha dan/atau
pengurusnya” dan sanksi pidana dijelaskan pada pasal 62 di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
berbunyi: “(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal
17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf
f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3)

61 pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
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Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat

tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap

UPT Perlindungan Konsumen Malang dan wawancara para konsumen

tentang dampak dari Tindakan pelanggaran pemalsuan merek, maka dapat

diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1.

Upaya yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Malang
dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemalsuan merek sebagai
bentuk perlindungan atas konsumen dengan a). melakukan pengawasan
tentang produk beredar, jasa, dan tertib niaga, b). segera meminta pelaku
usaha untuk tidak membuat produk yang dilanggar agar konsumen
mendapatkan hak kenyamanan dan keamanan, c¢). mengadakan kegiatan
sosialisasi kepada para Masyarakat dan pelajar agar menjadi konsumen
cerdas bijak dan bertanggungjawab, d). penyuluhan dan membagikan
brosur, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, e).
menerima keluhan dan pengaduan konsumen. f). Bekerjasama dengan
lintas dinas atau lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Komisi
Pengawas Persaingan Usaha, dan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual
memungkinkan terjalin apabila ada beberapa situasi yang sedang

dihadapi.
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2. Hambatan UPT Perlindungan Konsumen Malang dalam memberikan

perlindungan hukum represif kepada konsumen dari Tindakan
pemalsuan merek masih terhalang oleh kewenangan terbatas yang hanya
dapat memediasi sengketa, edukasi, dan sosialisasi. Ketergantungan
pada Lembaga lain seperti DJKI dan Polres dalam menyikapi tindakan
pemalsuan merek. Hambatan sumber daya Manusia dan anggaran yang
minim serta hambatan eksternal dari para pelaku UMKM atau usaha
kecil yang membuat UPT ragu menindak karena pertimbangan sosial

dan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, oleh karenanya penulis menyarankan hal-

hal sebagai berikut:

1.

UPT Perlindungan Konsumen Malang dapat meningkatkan kapasitas
dengan pelatithan khusus bagi staf UPT tentang identifikasi kasus
pemalsuan merek, pembuktian, dan mekanisme pelaporan, serta edukasi
dan sosialisasi kepada konsumen tentang bahaya merek palsu.

Pemerintah pusat dapat melakukan revisi UU Perlindungan Konsumen
dengan memberi kewenangan lebih kepada UPT untuk Tindakan
represif terbatas seperti denda administratif, membuat alur cepat
pelaporan tindakan pemalsuan merek dan lebih memberi edukasi
melalui media sosial atau templet aduan gratis UPT yang mudah diakses

oleh konsumen
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ooh baik kak 6

kalau kakak sebagai teman, kawan
kakak yg pernah membeli hijab
tersebut..

bagaimana tanggapan kakak
terhadap kasus merek hijab
umama yg ditutupi dengan merek
hijab lain tersebut kak? A

Kak maaf aku vn boleh ga aku
males ngetik @

boleh sekali kak

)

waahh terima kasih banyak kak,
sudah bersedia menjawab deng
respon yang sangat baik A A

0 @9

78



79



20.40 Wl 4G @)

< @ Jastip tanah abang [ o P

kalau kakak berkenan saya izin
wawancara kak, untuk memenuhi
data tugas akhir saya tentang
Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen Dalam Pelanggaran
Merek A

sekian, terimakasih A A

29 Apr, 702 PM

Permintaan pesan diterima. Anda dapat mulai
mengobrol.

boleh

29 Apr, 7.48 PM

via zoom apakah bisa kak?

kalau besok kakak bisa jam
berapa kak? A

Rabu 2.50 PM

kalau kakak kurang berkenan via

zoom, saya akan wawancara
lewat chat seperti ini saja kak.. J\

[+ o A Efek D Bagikan pos

@ Kirim pesan... @ g
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18.49

< ” tokonanalé

Via chat aja gmna wawancara nya

heheheh

' Ini pure opini ku kan yaa?

betul kak

kita mulai yaa

sebagai konsumen, bagaimana

tanggapan kakak terkait merek
hijab umama yg ditutupi oleh
merek SS?

Pasti kecewa karna sebagai

konsumen merasa dibohongi dari
Q kecurangan pelabelan merek ss

Hari Ini 6.25 PM

biasanya apa yg menjadi dasar

pertimbangan pada saat membeli
produk kak? A

L 4 =2 =5

@ Kirim pesan...

5 Efek

Terlihat

D Bagikan pos

@B



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : | Rahma Hidayatul Sjarifah
Jenis Kelamin : | Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir .| Ponorogo, 15 Desember 2001
Agama .| Islam

L Universitas Islam Negeri Maulana
Perguruan Tinggi

Malik Ibrahim Malang
Jurusan : | Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang : | Gajayana Gang 1/C Malang

Ds. Ngasinan, Kec. Jetis, Kab.

Alamat Rumah
amat fuma Ponorogo, Jawa Timur
No Handphone 1| 089524157468
Email : | rahmahidayatul08(@gmail.com
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